BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Menimbang

DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

bahwa penanaman modal merupakan bagian dari
penyelenggaraan perekonomian sebagai upaya
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dalam suatu sistem perekonomian
yang berdaya saing;

bahwa Penyelenggaraan Penanaman Modal yang
telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanaman
Modal Daerah di Kabupaten Bandung perlu
dilakukan penyesuaian dalam rangka
mempermudah serta mempercepat pelayanan
penanaman modal di daerah;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman
dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan
Penanaman Modal, jumto Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor S5 Tahun 2013, perlu dilakukan
penyesuaian terkait penyelenggaraan penanaman
modal daerah di Kabupaten Bandung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Penanaman  Modal
Daerah di Kabupaten Bandung.



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4661);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4756);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985
tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal
Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Nomor  3335)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3515);

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham
Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka
Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4162);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008
tentang Pedoman Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009
tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4987);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5285);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 42);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang
Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman Moda
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 93);



22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea
Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan
untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri
Dalam Rangka Penanaman Modal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 432);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 507);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan
Tata Cara Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman
Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 701);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan
Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman
Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 584) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata
Cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman
Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1138);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17
tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
Dinas Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga
atas Perubahan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2012 Nomor 23);



